
Mengingat : 1. Undang-Undung Nornor 29 Tah un l ':J59 ieruang 
Pemberitukar Daerah Tingkat II d· Sulawesi 
[Lernbaran Negara RI Tahun 1959 Nornor 74 
Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 

2 Undang-Undang Nornor 12 'l'ahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lem buran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indoncsra 
Nomur 3312) sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undarig Nomor 12 Tahun l 9'J4 (Lcmbnrau 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lcmbaran Negara Repubiik Indonesia 
Nornor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 reruang 
Penyelcnggaraan '.',c1,an1 yang Bersin dan Bcbas 
dari Korupsi, Kolusi don Nepotismc (Lcmbaran 
Negara Republik ludonesia'I'ahur; 1999 Nomor 75, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkcrnbang .. in } ang 
tidak scsuai dcngan asurnsi Kebijakan Urnum 
Anggaran, keadaan yang rnenyebabkan harus 
dilakukan pergeseran anggaran antar unit 
organisasi, antar kegiatan dun an tar je nis belanja 
serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun 2015 yang harus 
dig· ... makan untuk pcrnb.ayaan dalarn Tahun 
Anggarun :Wl6, sehingga perlu rnelakukan 
Perubahan Anggaran Pcndapaian dan Belanja 
Dacrah Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagannana 
dirnaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan 
Peruturan Daerah temung Pcrubahan Anggaran 
Pendaputan clan Bclanja Daerah Kabupatcn Kolaka 
Tahun Anggaran 2016; 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

\ 



II 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4421); 

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat 
dan Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tarnbahun Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5040); 

10. Undung-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 S Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11 Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pernerintahan (Lcrnbarnn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Kcuangan Sadan Layanan 
Urnurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200'.i Nornor 48, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4502); 



Ill 

14. Peracuran Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 
tcntang Dana Perimbangan [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2005 Nornor 137, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 457:i); 

15. Pcraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 
tenrang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah 
(Lernbarun Negara Republik Indonesia T'ahun 2005 
Nornor 138. Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
lndonesia r- ornor 4576); 

16. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Leinbai an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraiuran Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 
tentang Pedornan Penyusunan dan pencrapan 
Standar pclayanan Minimal (Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor I 50, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 458ti); 

18. Per aturan Pemcrintah Nornor 79 'I'ahun 2005 
ientang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyclenggaran Pemerinrahan Dacrah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tarnbahun Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4594); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 
centang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I nstansi 
Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tcntang Kedudukan Protokcler dau Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2804 Nomor 4 7, Tarnbahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 47 I 2), 
sebagairnana telah diubah beberapakali ierakhir 
dcngan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 
2007 tenrang Perubahan Ketiga Peraruran 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 4709); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 
teruang Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan 
lnsentif Peruungutan Pajak Daerah dan Rccribusi 
Daerah (Lr-rnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 IO Nomor 119, Tam bah an Lcrnbaran 
Negara Norr.or 5161 ); 

. I 



22. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nornor 123, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23. Pcraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

24. Peraturan Pernerimah Nornor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Pcraturan Pre siden Republik Indonesia Nornor 32 
Tahun 2014 Len tang Pengelolaan dan Pernanfaatan 
Dana Kapitusi Jaminan Kesehatan Nasional, pada 
Fas ilitas Kesehatan Tingkat Pcrtama Milik 
Pernerintah [Lernbar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 81); 

26. Peraturan Presidcn Republik Indonesia Nomor 66 
Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 rentang Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan ivlenteri Dalarn Ncgeri Nomor .l 3 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dacrah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 
2011 tentang Pedornan Pernbcrian Hibah clan 
Bantuan Sosial yang Bcrsumber dari Anggaran 
Pendapatan clan Bclanja Daerah sebagairnana tclah 
diubah beberapakaf terakhir dcngan Pcraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mcnteri 
Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tcntang 
Pedornan Pcmbcrian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 64 Tab un 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 

30. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 52 Tahun 
2015 ten tang Pedornan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah TA. 2016; 

31. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 
2015 ten tang Pernbentukan Prociuk Hukum 
Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 
Tahun 2011 teruang Pokok-Pokok Pengclolaan 



Dalam Peraruran Dacrah ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupatcn 

Kolaka 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka. 
5. Sekretaris Daeran adalah Sekreiaris Daerah Kabupaien Kolaka. 
6. Sckrctariat Daerah adalah Sekrctariat Daerah Kabupaten Kolaka. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Kolaka 
scbagai unsur pcnyelenggar.i Pcmerintah Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkar Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah pcrangkar daerah pada pcrnerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

9. Satuan Kerja Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah padu pemerin tah 
dacrah selaku pengguna anggaran/pengguna oararig, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersarna Kepala 
Dacrah . 

11. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerinlah Daerah 
yang dibahas clan disctujui bersarna olch Perneriniah Daerah clan 
OPRD, da n ditetapkan dengun Peraturan Daerah. 

12. Penerirnaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas daerah. 
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
14. Pendapatun Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diaku: 

sebagai penarnbah nilai kckayaan bersih 
1 S. Belanja Dae rah adalah Kewajiban Pemerintah Dacrah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bcrsih. 
16. Surplus Anggaran Daerah adalah/selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan bclanja daerah. 
'! - v 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

DAN 

BUPATIKOLAKA 

MEMUTUSKAN : 

PERt\TURAN DAER.AH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN Pt::NDAPATAN DAN BELANJA 
DAERA.H TAHUN ANGGARAN 2016 

Merietapkan 

De ngan Persetujuan Ber sarna 

Keuangan Daerah; 
33. Peraiuran Dacrah Kabupaten Kolaka Nomor 7 

Tahun 20 l4 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupatcn Kolaka 
Tahun 2014 - 2019; 



72.581.083.337 ,00 
23 760.354.930,00 

96 341.438.267,o~/ 
-~ 

1 rcrdiri 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

vi 

(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimak sud dalam Pasal 
dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula 
2) Bertarnbah ,' (bcrkurangj 

Jumlah pendapatan asli daerah · 
setelah Perubahan 

Rp. 0,00 

Rp. 11.436. 713.589,89 

11.000.000.0U0,00 
(9. 000 .000.000,00) 

2.000.000.000,00 

78.843.750.000,00 
(65.407 .036.410, 11) 

13.436 713.589,89 

Pasal 3 

Jumlah Pcmbiayaan Netto - 
setelah perubahan 
Sisa Lebih Pcmbiayaan Anggaran . 
serclah perubahan 

b. Pcngcluaran 
I) Sernula RP. 
2) Bertainbah,' (berkurang) Rp. 

.Jumlah Pcngeluaran setclah Perubahan Rp. 

3. Pernbiayaan 
a. Penerirnaan 

1) Sernula Rp. 
2) Bertarnbah/ [berkurang] Rp. 

Jumlah Penerirnaan setelah Perubahan Rp. 

Rp.1.257. 762.515.778,00 
Rp. (9.025.577.237,11) 
Rp. l .248.736.938.540,89 
Rp. (l 1.436.713.589,89) 

Rp.1.189.918. 765. 778,00 
Rp. 47.381.459.173,00 
Rp. l .237.300.224.951,00 

l. Pendaparan 
a. Sernula 
b. Bertarnbab / (berkurang) 
Jurnlah Peridapatan setelah Perubahan 

2. Belanja 
a. Sernula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 sernula berjumlah Rp. 1.268.762.515.778,00 
berkura ng sejumlah Rp. 18.025.577.237,l l sehingga rnenjadi 
Rp.1.250.736.938.540,89 dengan rincian sebagai berikut: 

BAB II 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Pasal 2 

17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pcndapatan daerah dan belanja daerah. 

18. Pem biayaan Dae rah adalah sernua pencrimaan yang perlu 
dibayar kcmbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
S!LPA adalah selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran 
anggaran selarna satu periode anggaran. 



Rp. 

593.123.363.000,00 
0,00 

593.123.363.000,00J - .- 

Rp. 
Rp. 

Vil 

b. Dana Alokasi Urnun 
l) Semula 
2) Bert.ambah/ (berkurang) 

Jumlah daria alokasi urnum - 
setclah Pcrubahan 

(3) Da11a perirnbangan sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) huruf b 
terdiri 
dari jenis pcndapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 

I) Semula Rp. l 15.379.806.757,00 
2) Be tam bah/ (berkurang) Rp. (62. 928.564. 757,00) 

Jumlah dana bagi ha sil · 
setclah Perubahan Rp. 52.451.242.000,00 

d. Lain-lain Pendaparan Asli Daerah Yang Sah 
1) Semula Rp. 31.546.412.000,00 
2) Benambah/(bcrkur-ang) Rp. 14.075.344.910,00 

.Jurnlah lain-lain pendapatan asli - 
daerah setelah Perubahan Rp. 45.621.756.910,00 

7.635197.237,00 
0,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

1) Semula Rp. 
2) Bercambah/(berkurang) Rp. 

.Jumlah hasil pcngclolaan kekayaan daerah - 
yang dipisahkan setelah PerubahanRp. 7.635.197.237,00 

Rp. 13.515.219600,00 
Rp. 18.263.506.000,00 

Rp. 31. 778. 725.600,00 

Rp. 19.884.254.500,00 
Rp. (8.578.495. 980,00) 

Rp. 11.305.758.520,00 

b. Rctribusi Daerah 
l) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Rctribusi daerah - 
setclah Perubahan 

(2) Pendapacan asli daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a re rdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Dacrah 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

.Jumtah pendapatan ash daerah - 
setelah Perubahan 

c. Lain-lain Pendaparan Daerah Yang Sah 
1) Semula Rp. 195.975.602.684,00 
2) Bertambah/ [berkurang] Rp. ( l 1.510.462.000,00) 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah - 
yang sah setelah Perubahan Rp. 184.465.140.684,00 

Rp. 92 l.362.079.757,00 
Rp. 35.131.566.243,00 

Rp. 956.493.646.000,00 

b. Dana Perirnbangan 
1) Scmula 
2) Benambah/(berkurang) 

Jumlah dana perimbangan - 
setelah Perubahan 



666.665.363 877.00 
3.803.164.916,00 

670.468.528.793,oJ 
' ....... Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 578.268.409.7-17,89 

Rp. 591.097.151.901,00 
Rp. (i2.828.742.153,l l) 

viu 

b. Bclanja Langsung 
1) Scrnula 
2) Bertarn bah/ (berkurang} 

Jumlah belanja langsung · 
sctelah Perubahan 

( l) Belanja Dacrah sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Sernula 
2) Bertambah/(bcrkurang) 

Jurnlah bclanja tidak Iangsung · 
sctelah Perubahan 

82.259.364.326,00 

Pasal 4 

e. Pendapatan Lainnya 
l) Semula Rp. 35.000.000.000,00 
2) Bertambah/jbcrkurangt Rp. 47.259.364.326,00 

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi · 
atau dari pemerintah daerah lainnya · 
setelah Perubahan Rp. 

2.313.612.000,00 

2.313.612.000,00 
0,00 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau clari Pemerintah Daerah 
Lainnya 
1) Sernula Rp. 
2) Benambah/(berkurang) Rp. 

.Jumlah Banruan keuangan dari provinsi - 
atau dari pernerintah daerah lainnya · 
setelah Perubahan Rp. 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Perncriruah Daeran 
Lainnya 
1) Semula 
2) Bcnambah/(berkurang) 

Jumlah dana bagi basil pajak · 
sctelah Perubahan 

(4i Lain-lain pendapaian dacrah yang sah sebagairnaha 
pad a ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah 

1) Semula 
2) Bcr\ambah/(berkurang) 

Jumlah pendapatan hibah 
setelah Perubahan 

c. Dana Penyesuaian <Ian Otonomi Khusus 
11 Sernula Rp. 138.382.007.000,00 
2) Bertambab /tberkurungj Rp. [76.510.462.000,00) 

.Jurnlah dana penyesuaian dan otonorni · 
khusus setelah Perubahan Rp. 61.871.545.000.00 

28.020.619.358,00 

20.279.983.684,00 
7.740.635.674,00 

10.000.000.000,00 

0,00 
10.000.000.000,00 

dimaksud 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 212.858.910.000,00 
Rp. 98 060.131.000,00 

Rp. 310.919041.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 
J) Semula 
2) B<.:nambah/(bcrkurang) 

.Jurnlah dana alokasi khusus • 
sctelah Perubahan 



205.317.827.447,00 
(2.126.846.035,00) 

203.190.981.412,00<-v/ 

53.529.559.700,00 

54.932.759.000,00 
( 1.403.199.300,00) 

pada ayat ( 1) huruf b 

1.500.000.000,00 

I .500.000.000,00 
0,00 

ix 

e. Belanja Bantuan Keuangan 
l) Scrnula Rp. 138.848.852.600,00 
2) Bertarnbah/(berkura.ng) Rp. (32.885.500.000,00) 

Jumlah belanja baruuan keuangan - 
setelah Perubahan Rp. 105.963.352.600,00 

f. Bclanja Tida.k Terduga 
1) Sern ula 
2) Bertarn bah/ {berkurang) 

Jumlah belanja tidak terduga - 
sete lah Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Scrnula Rp. 
2) Bcrtambahlberkurang) Rp. 

.Jurnlah belanja barang dan jasa - 
setelah Perubahan Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 5.208.540.000,00 

Rp. 5460.000.000,00 
Rp. (251.460.000,00) 

Rp. 2.000.000.000,00 
Rp. 1.584.000.000,00 

Rp. 3.584.000.000,00 

Rp. 5.566.707.000,0U 
Rp. (5.566.707.000,00) 

Rp. 0,00 

Rp. 437.721.592.301,00 
Rp. 24.290.924.846,8':l 

Rp. 462.012.517.147,89 

dirnaksud pacla ayat (1) 

(3) Belanja Langsung sebagairnana dimakud 
ccrdiri dari jcnis belanja: 
a. Bclanja Pegawai 

1) Sernula 
2) Bertarubah/jberkurangr 

Jumlah belanja pegawai - 
setelah Perubahan 

d. Bclanja Bantuan Sosial 
I) Sernula 
2) Bertarnbah/ [berkurang] 

Jumlah belanja bantuan sosial - 
setelah Perubahan 

c. Bclanja Hibah 
1) Sernula 
2) Ber tam bah/ [bcrkurang] 

.Jurnlah belanja hibah - 
setelah Perubahan 

b. Bclanja Bunga 
l) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah bclanja bunga - 
setelah Perubahan 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagairnana 
huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang] 

Jumlah belanja pegawai - 
setclah Perubahan 
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b. Pcrnbayaran Utang Pcrndu kepada Pihak Ketiga 
1) Sernula Rp. 3.000.000.000,00 
2) Bertambah/{berkurang) Rp. (3.000.000.000,00) 

Jumlah penyertaan modal (investasi) - / 
dacrah setelah Pcrubahan Rp. 0,00 'v 

(3) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat { 1 j huruf b terdiri 
dari jcnis pernbiayaan: 
a. Penycrtaan Modal (Investasi) Pcmerintah Daerah 

1) Semula Rp. 8 000.000.000,00 
2) Benambah/ [bcrkurang] Rp. (6.0U0.000.000,00) 

.Jumlah penycnaan modal (invescasi] - 
daerah sctelah Pcrubahan Rp. 2.000.000.000,00 

b. Penerirnaan Pinjarnan Daerah dari Pernerintah 
1) Sernula Rp. 72.843.750.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (72 843.750.000,00) 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah - 
yang dipisahkan serelah PcrubahanRp. 0,00 

l 3.436.713.589,89 Rp. 

6.000.000.000,00 
7.436.713.589,8<.:J 

Rp. 
Rp. 

(2) Pcncrirnaan sebagaimana dirnaksud pada ayai (1) huruf a tcrdiri 
dari jenis 
pernbiayaan: 
a. SiLPA Tahun Anggaran Scbclumnya 

1) Semula 
2) Bertambah/{berkurang) 

Jumlah SiLPA cahun anggaran - 
sebelurnnya setelah Perubahan 

Rp. 78.843.750.000,00 
Rp. (65.407.036.410,1 l) 

Rp. 13.436.713.589,89 

Rp. 11.000.000.000,oo 
Rp. (9 .000.000.000,00) 

Rp. 2.000.000 000,00 

b. Pcngeluaran 
1) Semula 
2) Bertarnbab / {berkurang) 

Jumlah pengeluaran · 
setelah Perubahan 

{I) Pcmbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri 
dari : 
a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertarnbahytberkurangi 

Jumlah penerimaaan - 
sctelah Perubahan 

Pasal 5 

Rp. 406.414.777.430,00 
Rp. 7.333.210.251,00 

Rp. 413.747.987.681,00 

c. Belanja Modal 
1) Semula 
2) Bertambah/ [berkurang] 

J umlah belanja modal - 
setclah Perubahan 
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Pasal 7 
(1) Untuk mengaruisipasi perubahan kebijakan Pernerintah darr/ atau 

Pcmerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinarnika 
perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani 
perrnasalahan tersebut, Pcmcrintah Daerah menetapkan kriteria 
terkait dengan bclanja dalarn katagori dar urat danj'atau 
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ a tau belurn 
dianggarkan dalam APBD atau Porubahan APBD 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah sebagai 
bcrikut : 
a. bukan merupakan kcgiaran normal dari aktivitas pernerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksi st:belumny,_; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; \J/_ 

.:;.,-"' 

Dianggarkan Ke mbali dalarn Tahun Anggaran ini; 
Lampiran Xlll Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Larnpiran XIV Daftar Pinjarnan Dacrah dan Obligasi Dacrah. 

Tahun Anggaran 
Diselesa ikan dan 

BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 2, tercanturn dalarn 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Dacrah ini, terdiri dari: 
Larnpiran I Ringkasan Perubahan APBD; 
Larnpiran I.a Ringkasan Perubahan /\PBD bcrdasarkan Rincian 

Objek; 
Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD meriurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisa si SKPD; 
Larnpiran Ill Rincian Pe rubahan APBD menurut Uru san 

Pemer intahan Dae rah, Organisasi SKPO, Pcndapatan, 
Bclanja dan Pernbiayaan: 

Larnpiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Mcnurut Uru san 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 

Larnpiran V Rekapitulasi Perubahan Bclanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Ketcrpaduan Urusan Pemerintuhan 
Daerah dan Fungsi dalarn Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara ; 

Larnpiran VI Oaftar Perubahan Jumlah Pcgawai Per Oolongan dan 
Per Jabatan; 

Larnpiran Vil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tclah 
Ditetapka n dengan Peraturan Daerah; 

Larnpiran Y111 Daftar Piutang Daerah; 
Larnpiran IX Daftar Penyerraan Modal (Investasl) Daerah; 
Lampiran X Dafcar Perkiraan Penarnbahan dan Pcngurangan Asct 

Tetap Daerah; 
l.arnpiran XI Daftar Perkiraan Periarnbahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 
Lampiran XII Daftar Kegiacan-Kcgiaran 

Sebelurnnya Yang Belurn 
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Diunclangkan di Kolaka 
pada tanggal Jo - 10 - ..Z0(6 

A SEKRETARIS DAERAH } r KABUPATEN KOLAKA, t 
v.J. -- " ~ 

4- H. POITU MURTOPO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016, NOMOR 

NOMOR REGISTRAS! PERATURA>l DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
Pi~OVJNSI SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2016 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal to - (O - .2.0IG 

L.·U~KA/- 
; H. AHMAi<s'AFEI 

Pasal 9 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seiiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran 
Daerah Kabupatcn Kolaka. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, 
Bupati Kolaka menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

c. berada diluar keridali dan pengaruh Pernerintah Dacrah; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang discbabkan oleh keadaan darurat; 
e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
ctan 

f. keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 

(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) untuk : 
a. yang belum dianggarkan dalarn APBD sclanjutnya 

disampaikan pada Perubahan APBD; dan 
b. yang belum daianggarkan pada Perubahan APBD selajutnya 

disarnpaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 




